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PEMBUKAAN 

 
Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi berdiri pada tanggal 06 Januari 1997 oleh 

Yayasan Pendidikan Siliwangi yang dipimpin oleh Letjen Dr. (HC) H. Mashudi (alm) dan 

mendapat Izin Operasional dari Departemen Pendidikan Kebudayaan No: 

160/D/O/1999. 

 
Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi mendapat izin untuk mengelola empat 

program studi yaitu Program Studi Rangka Pesawat Terbang, Program Studi 

Manufaktur, Program Studi Avionika dan Program Studi Listrik Pesawat Terbang, Saat 

ini yang aktif hanya Program Studi Rangka Pesawat Terbang. 

 
Berdasarkan Surat Keterangan no: 01/Ket-bina.YUS/II/2012 tanggal 02 Januari 2012 

yang ditandantangani oleh Ketua Pembina Yayasan Universitas Siliwangi, Bapak Letjen 

TNI (Purn) H Solihin GP menerima pelimpahan pengelolaan Akademi Teknologi 

Aeronautika Siliwangi dari Yayasan Pendidikan Siliwangi yang ditanda tangani oleh 

pengurus Yayasan Pendidikan Siliwangi: Drs. H. Oman Roesman, Mayjen TNI (Purn) 

H. Sukria Atmaja, Drs. H. Koesman Darmanto, dan Prof. Dr. H. M Ahman Sya, M.Pd, 

yang diketahui dan ditanda tangani oleh Notaris Heri Hendriyana SH, MH, pada tanggal 

18-08-2014, tetapi secara legalitas formal masih dibawah naungan Yayasan Pendidikan 

Siliwangi. 

 
Untuk mencapai visi dan menjalankan misinya, Akademi Teknologi Aeronautika 

Siliwangi berusaha untuk menunaikan amanah dengan memegang teguh nilai-nilai inti 

yang diyakini dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara 

bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi serta memegang prinsip-prinsip 

Tatakelola yang baik. Diharapkan dalam perjalanannya Akademi Teknologi Aeronautika 

Siliwangi dapat selalu meningkatkan kualitasnya baik kualitas dalam penyeleggaan 

sampai kualitas lulusan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Akademi 

Teknologi Aeronautika Siliwangi selalu meningkat. 

 
Untuk itu, Statuta Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi disusun agar dapat 

menanamkan komitmen kepada semua sivitas akademika dan agar menjadi pedoman 

dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, serta dalam mewujudkan visi dan misi 

yang telah ditetapkan untuk berperan serta dalam memajukan Negara Indonesia yang 

adil, kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera. 



1  

 
 

BAB I: KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Pengertian dan Ketentuan Umum 

 
Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan: 

1) Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi yang selanjutnya disebut ATAS adalah 

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, di samping dapat 

menyelenggarakan pendidikan akademik yang berbasis aeronautika serta bidang 

lain dengan berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta apabila 

memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 

2) Statuta ATAS adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang 

digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di 

lingkungan ATAS. 

3) Yayasan merupakan badan penyelenggara pendidikan yang menaungi ATAS, 

yaitu Yayasan Universitas Siliwangi (YUS). 

4) Direktur adalah Direktur ATAS. 

5) Senat ATAS selanjutnya disebut Senat Akademi atau Senat adalah organ yang 

menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan 

akademik. 

6) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan 

pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu 

pengetahuan tertentu. 

7) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang 

menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai 

program sarjana terapan. 

8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan 

dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

9) Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga administrasi 

dan mahasiswa ATAS. 

10) Tenaga administrasi adalah pegawai ATAS yang mengabdikan diri untuk 

menunjang penyelenggaraan urusan pendidikan. 

11) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
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BAB II : VISI, MISI, dan TUJUAN 
 

 
 

Pasal 2 

Visi dan Misi 

(1) Visi ATAS 

Menjadi akademi bidang aeronautika (kedirgantaraan) unggulan di Indonesia 

(2) Misi ATAS: 
a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang aeronautika yang bermutu 

bagi masyarakat. 

b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi terapan di bidang aeronautika. 

c. Mencetak SDM yang profesional, unggul, dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

 
Pasal 3 

Tujuan ATAS 

 

a. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu untuk membentuk SDM 

cerdas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia. 

b. Menyiapkan SDM di bidang perawatan pesawat udara yang profesional. 

c. Melakukan penelitian terapan yang bermanfaat bagi kampus ATAS maupun 

mesyarakat pada umumnya. 

d. Mengadakan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 

e. Mengadakan pengabdian masyarakat (diutamakan untuk masyarakat 

sekitar agar masyarakat tersebut dapat merasakan keuntungan dengan 

adanya ATAS). 
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BAB III : IDENTITAS 

 
Pasal 4 

Identitas Yayasan 

 

(1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Siliwangi sebagai penyelenggara dan 

pembina Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi, Bandung yang didirikan pada 

tanggal 31 Oktober 1996 dengan Akta Notaris Sovyedi Andasasmita S.H, Nomor 

27 Tanggal 31 Oktober 1996. 

Yayasan Pendidikan Siliwangi berfungsi menumbuh kembangkan dan membina 

Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi, yang berazas pendidikan nasional 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

(2) Maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Siliwangi adalah membantu pemerintah 

dibidang pendidikan nasional untuk menghasilkan manusia- manusia terdidik dan 

berakhlak mulia, yang dapat membangun dirinya sendiri dan sebagai investasi di 

dalam pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia. 

(3) Yayasan Pendidikan Siliwangi berusaha antara lain: mendirikan, membina, 

mengembangkan dan menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan dalam 

berbagai tingkatan, khususnya tingkat perguruan tinggi, yaitu Akademi Teknologi 

Aeronautika Siliwangi, Bandung, mendirikan bengkel/laboratorium dan 

perpustakaan, mengadakan penelitian, pengabdian masyarakat, menerbitkan 

buku-buku ilmiah, mengadakan hubungan kerja sama dengan berbagai pihak 

dalam bidang pendidikan dan kebudayaan khusus dalam penerbangan. 

(4) Berdasarkan Surat Keterangan no: 01/Ket-bina.YUS/II/2012 tanggal 02 Januari 

2012 pada bagian Pembukaan, pengelolaan Akademi Teknologi Aeronautika 

Siliwangi, Bandung dilimpahkan kepada Yayasan Universitas Siliwangi yang 

mempunyai visi dan misi yang sama.
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Pasal 5 

Identitas ATAS 

 

(1) ATAS merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang berkedudukan di Kota Bandung, 

Provinsi Jawa Barat. 

(2) ATAS berdiri pada bulan Juni 1997 dan mendapat Izin Operasional dari Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor: 160/D/O/1999, 

dengan pemberian status Terdaftar dan pada tahun 2014 Program Studi Rangka 

Pesawat Terbang Terakreditasi BAN PT. 

(3) Pada bulan Januari 2007, alamat kampus ATAS berubah dari Jalan Pajajaran No 

92, Kota Bandung ke Jalan Pajajaran No 120, Kota Bandung. 

 
Pasal 6 

Lambang ATAS dan Artinya 

 

 

 

Gambar 1 - Logo ATAS 

 
 

(1) Lambang akademi terdiri atas: 

a. Perisai dalam bentuk segi lima bunga lotus, dengan gambar kepala macan, 

dengan dua buah senjata kujang mengapit gambar kepala macan dan 

sebuah bintang di atasnya melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

dilingkari tulisan Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi dengan paduan 

warna hijau, kuning, merah, putih dan hitam. 

b. Makna lambang: 

 Bintang melambangkan masyarakat yang religius 

 Kepala macan melambangkan citra Akademi Teknologi Aeronautika 

Siliwangi, serta kemanunggalan rakyat Jawa Barat dengan Corps 

Siliwangi. 

 Sudut-sudut bunga Lotus melambangkan perwujudan Akademi 

Teknologi Aeronautika Siliwangi, sebagai wahana pewarisan nilai-nilai 

juang proklamasi 1945. 
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 Kujang melambangkan Jawa Barat yang silih asih, silih asah dan silih 

asuh. 

 Warna merah : berani, jantan 

Warna hijau : kemakmuran 

Warna kuning   :    keagungan 

Warna hitam     :   kejujuran, kematangan 

Warna putih   : kesucian 

 

 
Gambar 2 - Bendera ATAS 

(2) Bendera ATAS berwana biru yang melambang teknologi berukuran 120 cm x  80 

cm dengan gambar lambang ATAS ditengahnya, dengan ukuran 40cm x 40cm. 

 

Pasal 7 

Busana Akademik dan Almamater 

 
(1) ATAS memiliki busana akademik dan busana almamater. 

(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana 

harian dan jaket almamater untuk mahasiswa. 

(3) Busana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kemeja warna 

biru muda dan celana warna biru tua, dengan pangkat yang merupakan identitas 

tingkat. Sedangkan untuk jaket almamater berwarna biru tua dengan terdapat 

lambang ATAS di dada kiri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan 

busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur 
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BAB IV: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERGURUAN 

TINGGI 
 

Bagian Kesatu 

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan 

 
Pasal 8 

Program Pendidikan 

 

(1) ATAS menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi. 
(2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang dimaksud adalah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah Program Studi Diploma Tiga Rangka Pesawat 
Terbang dan program studi lain yang mendapatkan izin dari Menteri. 

(3) Penyelenggaraan program profesi yang dimaksud pada pasal 1 merupakan 
program-program: 
a. Sertifikasi Keahlian di bidang Perawatan Pesawat Terbang 
b. Sertifikasi Keahlian di bidang lain yang sesuai dengan program studi yang 

diselenggarakan ATAS 
c. Kursus-kursus keahlian bidang aeronautika dan/atau bidang lain penunjang 

bidang aeronautika 
(4) Ketentuan-ketentuan prinsip tentang penyelenggaraan program pendidikan di 

ATAS diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. 
(5) Administrasi program pendidikan yang diselenggarakan ATAS dilaksanakan oleh 

Bagian Tata Usaha. 
(6) Untuk pelaksanaan administrasi pendidikan yang berkembang dan lebih baik, 

Bagian Tata Usaha dapat dimekarkan menjadi biro-biro yang sesuai, seperti Biro 
Adminitrasi Akademik, Biro Keuangan, Biro Kerumahtanggan, dan lain-lain. 

(7) Pelaksanaan administrasi pendidikan meliputi: 
a. Penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan melalui seleksi yang disebut 

ujian   seleksi mahasiswa baru dengan persyaratan untuk menjadi mahasiswa 
adalah sebagai berikut: 

 Memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atas/kejuruan atau 
yang sederajat. 

 Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru. 

 Melakukan registrasi ulang;  
b. Penerimaan mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi 

serumpun 
c. Registrasi mahasiswa yang dilakukan sebelum pelaksanaan semester baru 
d. Perkuliahan, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester 
e. Ujian sidang Tugas Akhir, yudisium, dan wisuda 
f. Kegiatan administrasi lain yang diperlukan. 

(8) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses program pendidikannya, 
termasuk menyelesaikan kewajiban akademik dan non akademik, berhak 
dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda. 

(9) Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan administrasi pendidikan diatur 
dengan Keputusan Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk Direktur 
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Pasal 9 

Tahun Akademik 

 

(1) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus 

tahun berikutnya. 

(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) 

semester yaitu semester ganjil dan semester genap. 

(3) Semester ganjil dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari 

tahun berikutnya. 

(4) Semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus. 
 
 

Pasal 10 

Jumlah Pertemuan 

 

(1) Setiap semester masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 

(enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1(satu) kali pelaksanaan 

Ujian Tengah Semester (UTS), dan 1 (satu) kali Ujian Akhir Semester (UAS). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender akademik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan 

Senat. 

 

Pasal 11 

Bobot Mata Kuliah 

 

(1) ATAS menyelenggarakan administrasi akademik untuk pembobotan mata kuliah 

dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). 

(2) SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa 

per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk 

pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa 

dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 

(3) Program pendidikan vokasi dan profesi dapat menerapkan SKS atau sistem paket 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan 

Senat. 

Pasal 12 

Kurikulum 

 

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

(2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan 
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program studi. 

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, dikembangkan, dan 

ditinjau minimal setiap 1 (satu) tahun setelah diterapkan, sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu kepada Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan. 

(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah 

mendapat pertimbangan Senat. 

 
Pasal 13 

Penilaian Proses Pembelajaran 

 

(1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala 

dalam pelaksanaan tugas, pelaksanaan Kerja Praktek Industri, pelaksanaan 

tugas akhir serta pelaporannya, bentuk ujian dan bentuk-bentuk lain yang serupa. 

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tengah 

semester, ujian praktek, ujian akhir semester, dan ujian karya tulis (ujian sidang) 

Tugas Akhir. 

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas 

terstruktur, mandiri dan/atau kelompok. 

(4) Pelaksanaan Kerja Praktek Industri dilaksanakan pada lembaga terkait yang 

disertai penilaian pembimbing industri beserta dosen pembimbing. 

(5) Pemberian nilai akhir proses belajar dinyatakan dengan: 

a. huruf (A) berbobot (4); 

b. huruf (AB) berbobot (3,5); 

c. huruf (B) berbobot (3); 

d. huruf (BC) berbobot (2,5); 

e. huruf (C) berbobot (2); 

f. huruf (D) berbobot (1,0); 

h. huruf (E) berbobot (0); 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan proses belajar 

mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (7) diatur dengan 

Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 14 

Bahasa Pengantar 

 

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan perkuliahan di ATAS 

adalah Bahasa Indonesia. 

(2) Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam 

penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan 
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dan/atau pelatihan keterampilan tertentu (terutama istilah-istilah di dalam 

teknologi aeronautika yang sering diaplikasikan pada dunia industri) untuk lebih 

meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran 

(3) Bahasa isyarat dapat digunakan sebagai pengantar bagi peserta program 

pendidikan dengan disabilitas jika penyelenggaraan programnya memungkinkan. 

 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan Penelitian 

 
Pasal 15 

Batasan-batasan Penelitian 

 

(1) Kegiatan penelitian di ATAS merupakan kegiatan terpadu yang diutamakan untuk 

menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan ATAS mencakup penelitian dasar, 

penelitian terapan, dan penelitian pengembangan, serta jenis penelitian lain. 

(3) Kegiatan penelitian dilakukan oleh pendidik secara individu, bersama mahasiswa 

atau kerja sama kemitraan. 

(4) Penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan. 

(5) Kegiatan penelitian diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu 

pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. 

(6) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah dan bentuk 

publikasi ilmiah lain. 

(7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib di lindungi sesuai 

dengan ketentuan perundang undangan. 

(8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur 

dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. 

 
Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat 

 
Pasal 16 

Batasan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara kelembagaan dalam rangka 

pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi. 

(2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh pendidik dan mahasiswa. 

(3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan 
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pembelajaran dan penelitian. 

(4) Hasil Penelitian dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat merupakan 

Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi sesuai dengan perundang-undangan. 

(5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasi oleh 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan 

Senat. 

 

Bagian Keempat 

Kode Etik 

 
Pasal 17 

Kode Etik Akademik 

 

(1) Etika akademik merupakan panduan perilaku yang dianut ATAS dituangkan 

dalam suatu kode etik untuk seluruh warga ATAS. 

(2) ATAS dalam menyelenggarakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi 

memberlakukan kode etik dosen, kode etik tenaga administrasi dan kode etik 

mahasiswa. 

(3) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman 

sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen ATAS di dalam melaksanakan tugas 

tridarma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari hari baik dalam lingkungan 

kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. 

(4) Kode etik tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai ATAS di dalam 

melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari baik dalam lingkungan 

kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. 

(5) Kodek etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa ATAS dalam 

berinteraksi dengan civitas akademika dan berinteraksi dengan masyarakat pada 

umumnya. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dosen dan kode etik mahasiswa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan 

Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. 
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Bagian Kelima 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

 

Pasal 18 
Otonomi Perguruan Tinggi di ATAS 

 

(1) Otonomi perguruan tinggi di ATAS berdasarkan prinsip: 

a. Akuntabilitas 

b. Transparansi 

c. Nirlaba 

d. Penjaminan mutu internal dan ekternal; dan 

e. Efektivitas dan efisiensi. 

 

(2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a.   Otonomi di bidang akademik; dan 

b.  Otonomi di bidang nonakademik. 

 

(3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: 

a. Pendidikan dan Pengajaran;  

b. Penelitian; dan 

c. Pengabdian kepada masyarakat. 

 

(4) Otonomi di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

meliputi penetapan norma dan kebijaksanaan operasional dan pelaksanaan: 

a.  Organisasi: 

b. Keuangan; 

c. Kemahasiswaan; 

d. Ketenaga kerjaan; dan 

e. Sarana dan prasarana. 

  



12  

BAB V: KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR 

AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN 

 
Pasal 19 

Kebebasan Akademik 

 

(1) ATAS menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 

dan otonomi keilmuan. 

(2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan 

ilmu pengetahuan melalui penelitian atau publikasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai norma dan kaidah keilmuan. 

 

Pasal 20 

Kebebasan Mimbar Akademik 

 
(1) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh setiap 

anggota sivitas akademika untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. 

 
Pasal 21 

Otonomi Keilmuan 

 

(1) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika 

suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melekat pada 

kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersangkutan, 

dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan 

kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan 

perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan, sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI: GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN 

 
Pasal 22 

Gelar Luluan 

 

(1) ATAS memberikan ijazah, gelar, dan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa 

yang telah dinyatakan lulus. 

(2) Pemberian ijazah, gelar, dan sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan 

Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

 
Pasal 23 

Penghargaan 

 

(1) Direktur dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang 

dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

kebudayaan, dan kemasyarakatan, yang memberikan kontribusi terhadap 

kemajuan Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi. 

(2) Ketentuan lanjut tentang kriteria dan bentuk Penghargaan Akademi Teknologi 

Aeronautika Siliwangi diatur dengan Keputusan Direktur. 
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BAB VII: TATA KELOLA AKADEMI 
 

 

 
Pasal 24 

Visi, Misi dan Tujuan 

 

(1) Visi ATAS: 

Menjadi akademi bidang aeronautika (kedirgantaraan) unggulan di Indonesia 

(2) Misi ATAS: 
a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang aeronautika yang bermutu 

bagi masyarakat 

b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi terapan di bidang aeronautika 

c. Mencetak SDM yang profesional, unggul, dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

(3) Tujuan ATAS: 

a. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu untuk membentuk 

SDM cerdas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia. 

b. Menyiapkan SDM di bidang perawatan pesawat udara yang profesional. 

c. Melakukan penelitian terapan yang bermanfaat bagi kampus ATAS 

maupun mesyarakat pada umumnya. 

d. Mengadakan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan. 

e. Mengadakan pengabdian masyarakat khusus untuk masyarakat sekitar 

agar masyarakat tersebut dapat merasakan keuntungan dengan adanya 

ATAS. 

Pasal 25 

Organisasi ATAS 

Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi mempunyai struktur organisasi yang terdiri 

atas: 

a. Organ Yayasan 

b. Pimpinan: Direktur dan Pembantu Direktur 

c. Senat Akademi 

d. Unsur Pelaksana Akademik: Ketua Jurusan, Dosen Wali, Kelompok 

Dosen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Perpustakaan 

e. Ketua Satuan Penjamin Mutu Internal atau Tim Penjaminan Mutu 

d. Unsur Pelaksana Administrasi: Tata Usaha 

e. Unsur penunjang : Unsur Pelaksana Teknis 
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Pasal 26 

Pimpinan Akademik 

 

(1) Akademi Teknologi Aeronutika Siliwangi dipimpin oleh seorang Direktur selaku 

penanggung jawab tunggal, yang secara fungsional mempunyai kedudukan di 

bawah serta bertanggung jawab terhadap Yayasan Universitas Siliwangi melalui 

Badan Pengurus Harian dan secara teknis edukatif operasional bertanggung 

jawab kepada Kementrian Riset dan Teknologi. 

(2) Direktur, dibantu tiga orang Pembantu Direktur, yang terdiri atas: 

a. Pembantu Direktur Bidang Akademik 

b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan 

c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan 
(3) Dalam kondisi tertentu, seorang Pembantu Direktur dapat merangkap tugas 

Pembantu Direktur yang lain. 

 
Pasal 27 

Senat 

 
(1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan 

pelaksanaan kebijakan akademik. 

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat 

mempunyai tugas dan wewenang: 

a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik; 

b. pengawasan terhadap penerapan norma/etika akademik dan kode etik 

sivitas akademika; 

c. pengawasan terhadap penerapan ketentuan akademik; 

d. pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi 

paling sedikit mengacu pada standar mutu nasional pendidikan tinggi; 

e. pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik; 

g. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen dan 

usulan sertifikasi dosen; 

h. pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

i. pemberian pertimbangan dan usulan perbaikan proses pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; 

j. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan 

penutupan program studi; 

k. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, 

etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh civitas akademika 

kepada Direktur. 
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Pasal 28 

Anggota Senat 

 

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. 

(2) Senat terdiri atas: 

a. ketua merangkap anggota; 

b. sekretaris merangkap anggota; dan 

c. anggota 

(3) Anggota Senat terdiri atas: 

a. Perwakilan dosen; 

b. Direktur; 
 

Pasal 29 

Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis ATAS 

 

(1) Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ATAS diajukan dan atau dirumuskan 

oleh Direktur untuk selanjutnya disahkan oleh Senat. 

(2) RENIP ATAS dapat ditinjau kembali paling lama 10 (sepuluh) tahun 

(3) Rencana Strategis (Renstra) ATAS diajukan dan atau dirumuskan oleh Direktur 

untuk selanjutnya disahkan oleh Senat. 

(4) Renstra ATAS dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun. 

(5) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai rencana operasional 

dibuat dan dievaluasi oleh pimpinan ATAS sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun terhadap capaian sebagai dasar pengembangan. 

(6) Semua dokumen rencana di atas sedikitnya memuat hal-hal sebagai berikut 
sesuai rentang waktu berlakunya: 

a. landasan umum dan filosofi dasar, visi, misi, dan tujuan strategis pendidikan 

ATAS. 

b. analisis situasi, kondisi objektif ATAS, relevansi dan mutu, sarana dan 

prasarana, penelitian, pengabdian, kurikulum, pendanaan, pendekatan 

analisis aspek internal dan eksternal. 

c. kebijakan pembangunan ATAS, strategi pemerataan dan perluasan akses 

dengan melakukan kemitraan melalui kerja sama; 

d. kebijakan pembangunan ATAS, peningkatan pelayanan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum 

dan pembelajaran efektif, pengembangan community college; 

e. kebijakan pembangunan ATAS, penyusunan perangkat hukum, Prosedur 

Operasional Standar (POS), peningkatan kapasitas dengan mengikuti 

berbagai hibah kompetisi yang didanai pemerintah dan swasta; 

f. biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, sumber dana, dan rincian anggaran 
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yang diperoleh ATAS selama 5 (lima) tahun terakhir; 

g. matriks program,kegiatan, dan tahun pelaksanaan kegiatan; 

h. prinsip pelaksanaan, strategi pengawasan dan evaluasi, serta indikator 

evaluasi; dan 

i. langkah perubahan rencana ATAS, apabila tidak sesuai dengan rencana 

strategis. 

 
Pasal 30 

Pengembangan Program Studi 

 

(1) Pemerataan dan perluasan akses sedikitnya memuat tentang: 

a. Pengembangan program studi dan unit lainnya yang relevan. 

b. Pengembangan relevansi dan mutu sekurang-kurangnya memuat: 

1) lulusan memiliki kemampuan kewirausahaan dan  kemampuan 

untuk memenuhi pasar kerja; 

2) peningkatan pemberdayaan sarana dan prasarana; dan 

3) peningkatan mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk pengayaan materi ajar dan 

peningkatan kerjasama penelitian dan pengabdian yang bertaraf 

nasional dan internasional. 

 

Pasal 31 

Peningkatan Akreditasi 

 

(1) Peningkatan penataan pelaksanaan proses akreditasi dan kebijakan operasional 

sedikitnya memuat: 

a. Penyusunan dan penataan database, dan data pendukung untuk setiap 

program studi; 

b. Penyusunan Manual atau Prosedur Operasional Standar (POS) untuk 

semua pelayanan; 

c. Peningkatan dan perluasan jangkauan pelaksanaan akreditasi pada setiap 

program studi. 

d. Penyiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 

proses akreditasi; 

e. Peningkatan penjaminan mutu secara berkelanjutan melalui evaluasi diri; 

f. Peningkatan kemampuan dosen dan tenaga administrasi dalam proses 

akreditasi dan reakreditasi program studi; dan 

g. Pembentukan tim penyusun akreditasi secara permanen pada program 

studi. 
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Pasal 32  

Rumusan Rencana Induk Pengembangan 

 

(1) Rumusan rencana induk pengembangan sedikitnya memuat: 

a. Pemerataan dan perluasan akses; 

b. Peningkatan mutu dan relevansi; 

c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pengakuan publik. 
 

Pasal 33 

Rumusan Recana Strategis 

 

(1) Rumusan teknis Rencana Strategis ATAS sedikitnya memuat; tujuan, sasaran, 

cara mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi: 

a. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, modern, dan relevan 

dengan kebutuhan pembangunan bangsa; 

b. menyelenggarakan penelitian yang mendukung pembangunan masyarakat 

dan mengembangkan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sains), 

guna diabdikan kepada masyarakat secara berkesinambungan; dan 

c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan 

hasil penelitian dan pendidikan. 

(2) Rumusan pembiayaan Rencana Strategis ATAS juga sedikitnya memuat; sumber 

dana, strategi pengelolaan, pengendalian, sistem pemantauan dan evaluasi, 

indikator kinerja, dan pertanggungjawaban. 

 
Pasal 34 

Tugas dan Wewenang Direktur 

 

(1) Direktur menjalankan fungsi penetapan kebijakan dalam pengelolaan ATAS untuk 

dan atas nama Yayasan Universitas Siliwangi. 

(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur 

mempunyai tugas dan wewenang: 

a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan 
Universitas Siliwangi. 

b. menyusun dan mengubah rencana induk pengembangan. 

c. menyusun dan mengubah rencana strategis. 

d. menyusun dan mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana 

operasional). 

e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan. 

f. mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga administrasi 

yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan peraturan 

akademi berdasarkan rekomendasi Senat. 

h. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga administrasi. 

i. melantik, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa. 

j. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

k. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan 

Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, 

kemahasiswaan dan alumni. 

l. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri. 

m. membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan alumni, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi, dan masyarakat. 

n. memelihara keamanan, keselamatan, kebersihan, dan ketertiban kampus 

serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi. 

 
Pasal 35 

Pemilihan Ketua Senat 

 
(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota. 

(2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat senat yang diselenggarakan 

khusus untuk maksud tersebut. 

(3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin 

oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota senat termuda. 

(4) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila 

dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota Senat. 

(5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari 

anggota Senat yang hadir. 

(6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 

pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak 

suara. 

(7) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. 

(8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah 1 (satu) anggota senat sebagai Sekretaris 

Senat. 

(9) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan 

ayat (8) ditetapkan oleh Direktur. 

(10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat 
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dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua 

Senat diatur dengan Peraturan Senat. 

 

Pasal 36 

Pengangkatan/Pemberhentian Pempinan ATAS 

 

(1) Dosen tetap di lingkungan ATAS dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, 

Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Bengkel dan Wali Kelas. 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat: 

a. Mutasi.  

b. Perubahan organisasi. 

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) disebabkan: 

a. Pensiun. 

b. Masa jabatan berakhir. 

c. Diangkat dalam jabatan lain. 

d. Sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan. 

e. Cuti di luar tanggungan. 

f. Berhalangan tetap. 

(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (f) meliputi: 

a. Meninggal dunia. 

b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan Surat Keterangan Dokter. 

c. Berhenti dari pegawai ATAS 

d. Diberhentikan dari pegawai ATAS karena berbagai sebab. 

(5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi: 

a. Penambahan, perubahan dan pengurangan unit kerja 

b. Perubahan bentuk atau penutupan ATAS. 

(6) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. 

(7) Persyaratan umum dan khusus bagi calon Direktur sesuai dengan peraturan 

antara lain: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Dosen tetap ATAS. 

c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim 

dokter. 

d. Memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; 

e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang 

dinyatakan secara tertulis; dan 

f. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
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memiliki kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan perbuatan yang 

diancam pidana penjara. 

(8) Persyaratan umum bagi calon Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, kepala 

laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Dosen tetap ATAS. 

c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim 

dokter; 

d. Memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir. 

e. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang 

dinyatakan secara tertulis.  

f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan perbuatan yang 

diancam pidana penjara. 

(10) Persyaratan khusus bagi calon Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, kepala 

laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi: 

a. Bersedia dicalonkan. 

b. Tidak sedang menduduki jabatan struktural di luar ATAS. 

c. Tidak melakukan plagiat. 

 
Pasal 37 

Pengangkatan/Pemberhentian Direktur 

 

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan 

Universitas Siliwangi. 

(2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 

1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan 

Pembantu Direktur lainnya. 

 

Pasal 38 

Pengangkatan/Pemberhentian Pembantu Direktur 

 

(1) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Pengurus 

Yayasan Universitas Siliwangi. 

(2) Masa jabatan Pembantu Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau 

jabatan Pembantu Direktur lainnya. 
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Pasal 39 

Pengangkatan/Pemberhentian Ketua Jurusan 

 

(1) Ketua Jurusan (Kajur) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

(2) Masa jabatan Kajur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 

(satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Kajur 

lainnya. 

 
Pasal 40 

Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio 

dan Perpustakaan 

 

(1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Perpustakaan diangkat dan 
diberhentikan oleh Direktur. 

(2) Kajur mengusulkan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan 

Perpustakaan kepada Direktur. 

(3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Perpustakaan selama 4 

(empat) tahun dan dapat diangkat kembali. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/ 

Studio dan Perpustakaan diatur dalam Peraturan Direktur. 

 

 

Pasal 41 

Pengangkatan/Pemberhentian Tenaga Administrasi 

 

(1) Tenaga administrasi di lingkungan ATAS dapat diangkat sebagai pejabat 

struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana 

teknis. 

(2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau 

pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: 

a. Mutasi. 

b. Perubahan organisasi. 

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) disebabkan: 

a. Purna bakti. 

b. masa jabatan berakhir. 

c. Diangkat dalam jabatan lain. 

d. Sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan. 

e. Cuti di luar tanggungan negara 

f. Berhalangan tetap. 

(4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi: 

a. Penambahan, perubahan, dan pengurangan unit kerja.  

b. Perubahan bentuk ATAS. 
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(5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana 

administrasi seorang tenaga administrasi harus memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 42 

Kelembagaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

(1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 
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BAB VIII : DOSEN DAN TENAGA ADMINISTRASI 

 
Pasal 43 

Status Kepegawaian 

 

(1) Pegawai Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi terdiri atas dosen dan tenaga 

administrasi. 

(2) Status kepegawaian dosen Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi  terdiri atas: 

a. Dosen Tetap Yayasan (DTY), yaitu dosen yang diangkat oleh Yayasan 

sebagai pegawai tetap, calon pegawai tetap, atau pegawai professional 

berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu. 

b. Dosen Tetap Diperbantukan (DPK) dari LLDikti, yaitu pegawai negeri sipil 

(PNS) berkualifikasi dosen yang diperbantukan dari Kopertis untuk bertugas 

penuh sebagai Dosen Tetap di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi. 

c. Dosen Luar Biasa (DLB), yaitu dosen perguruan tinggi mitra Akademi 

Teknologi Aeronautika Siliwangi yang ditugaskan membantu pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi dalam 

suatu kerangka kerjasama kelembagaan untuk jangka waktu satu 

semester. 

d. Dosen Tamu, yaitu dosen perguruan tinggi mitra Akademi Teknologi 

Aeronautika Siliwangi yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi untuk suatu atau 

beberapa pertemuan perkuliahan. 

(3) Status kepegawaian tenaga administrasi atau Tenaga Penunjang Akademik 

(TPA) Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi terdiri atas: 

a. TPA dengan status sebagai pegawai tetap Yayasan; 

b. TPA dengan status sebagai calon pegawai tetap Yayasan; 

c. TPA dengan status sebagai tenaga profesional yang bekerja 

berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu; 

(4) Dosen dan tenaga administrasi yang berstatus pegawai tetap diangkat oleh 

Yayasan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh Akademi. 

(5) Warga negara asing dapat dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga administrasi 

berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya setelah 

memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang- undangan. 

(6) Rekruitmen dosen dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan prinsip tatakelola 

Akademi yang baik yang dianut oleh Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi 

dan diutamakan yang linier berstrata 2 (S2). 

(7) Rekruitmen tenaga administrasi dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan 

prinsip tatakelola Akademi yang baik yang dianut oleh Akademi Teknologi 

Aeronautika Siliwangi. 
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Pasal 44 

Hak dan Kewajiban Pegawai 

 

(1) Bagi seluruh pegawai Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi diberikan hak 

berupa: 

a. Penghasilan yang terdiri atas berbagai komponen gaji, tunjangan, fasilitas, 

jaminan sosial, bonus, dan honorarium lain dengan besaran yang 

ditentukan menurut jenis status kepegawaian, jabatan, kepangkatan dan 

golongan, penugasan, beban kerja secara terukur dan evaluasi terhadap 

kinerja pelaksanaan tugas. 

b. Penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai. 

c. Promosi sesuai rekam jejak penugasan dan prestasi. 

d. Pembinaan rekam jejak penugasan dan karir. 

e. Pernaungan kelembagaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas. 

f. Cuti sesuai keperluan dan aturan. 

(2) Bagi seluruh pegawai Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi diberikan 

kewajiban untuk: 

a. Melaksanaan tugas yang diberikan oleh Akademi dengan sebaik-baiknya; 

b. Menghasilkan prestasi kerja dengan capaian kinerja setinggi-tingginya 

sesuai penugasan bidang dan lingkup penugasan. 

c. Menjaga nama baik dan citra ATAS. 

d. Berkontribusi dan berperan serta positif dalam menciptakan suasana 

akademik maupun suasana kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas 

dan penyelenggaraan Tridharma di lingkungan kampus. 

e. Mentaati seluruh tata tertib dan disiplin pegawai seperti peraturan Akademi 

maupun Yayasan, kode etik, panduan perilaku dan aturan kepegawaian, 

serta menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran. 
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BAB IX : MAHASISWA DAN ALUMNI 
 

Pasal 45 

Mahasiswa 

 

(1) Mahasiswa Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi adalah peserta didik pada 

program Pendidikan Tinggi yang terdaftar di Akademi dan dicatatkan pada 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

(2) Persyaratan menjadi mahasiswa Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi, tata 

cara, berikut hak dan kewajibannya diatur dengan Keputusan Direktur. 

(3) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika: 

a. diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam 

mengembangkan potensi diri di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi 

untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional. 

b. secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan 

pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan penguasaan, 

pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau 

profesional yang berbudaya luhur. 

c. memiliki kebebasan mimbar akademik dengan mengutamakan penalaran 

dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya 

akademik. 

(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan dan pengajaran sesuai 

dengan program studinya. 

(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan 

belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan. 

(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi 

untuk menjamin terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan 

budaya akademik. 

(7) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui 

kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan, 

yang dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. 

 

Pasal 46 

Kegiatan dan Organisasi Kemahasiswaan 

 

(1) Jenis-jenis kegiatan kemahasiswaan meliputi kepemimpinan, keprofesian, 

kerohanian, kebudayaan, olahraga, kewirausahaan, dan penalaran. 

(2) Kegiatan kemahasiswaan berfungsi untuk: 

a. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan 

potensi. 
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b. Mengembangkan berbagai kompetensi seperti, kreativitas, kepekaan 

sosial, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, dan jiwa kebangsaan. 

c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa. 

d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

Pasal 47 

Alumni 

 

(1) Alumni Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi adalah seseorang yang pernah 

menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan pada program studi atau program 

pendidikan khusus atau program–program lain yang diselenggarakan oleh 

Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi. 

(2) Alumni Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi tergabung dalam suatu 

organisasi/perkumpulan alumni Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi yang 

bertujuan untuk membina hubungan antar-alumni dan hubungan alumni dengan 

almamater, agar mempermudah pencapaian tujuan Akademi Teknologi 

Aeronautika Siliwangi. 

 

Pasal 48                                                                                               
Akuntabilitas Publik dalam Rangka Kewajiban untuk Menjalankan Visi dan 

Misi  
 

(1) Direktur wajib memimpin dan menjalankan misi untuk mewujudkan visi akademi 

yang telah ditetapkan. 

(2) Seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan internal wajib mengetahui 

dan memahami visi serta menjalankan misi akademi pada satuan kerjanya. 

 

Pasal 49 

Target Kerja 

 

(1) Direktur menetapkan target kinerja utama dalam rencana kegiatan dan anggaran 

tahunan yang disetujui oleh Yayasan Universitas Siliwangi. 

(2) Target kinerja utama dapat diukur dan ditetapkan berdasarkan Renstra. 

 

          Pasal 50 

         Pertanggungjawaban 

 

(1) Direktur harus menyampaikan laporan tahunan, dalam rangka 

pertanggungjawaban pengelolaan Akademi kepada Yayasan Universitas Siliwangi 

yang terdiri atas : 

a. Laporan keuangan yang sedikitnya sudah diaudit oleh auditor internal. 
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b. Laporan kegiatan akademik dan nonakademik. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan laporan 

keuangan akademi dan laporan keuangan unsur pelaksana kegiatan dan kerja 

sama. 

(3) Direktur harus menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam rapat Yayasan 

Universitas Siliwangi, dalam rangka pertanggungjawaban akhir masa jabatan, 

yang terdiri atas: 

a.  Laporan keuangan yang sedikitnya sudah diaudit oleh auditor internal. 

b. Laporan keuangan internal sampai saat penggantian kepemimpinan pada 

tahun akhir masa jabatan. 

c. Laporan realisasi kegiatan akademik dan nonakademik. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kinerja akademi dan nonakademi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diatur dengan Keputusan 

Pengurus Yayasan. 
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BAB X : KERJASAMA 

 
 

Pasal 51 

Azas Kerjasama 

 

(1) Kerjasama Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi secara institusional dengan 

mitra kerjasama dilaksanakan dalam kerangka persahabatan, dengan prinsip 

kesetaraan, resiprokalitas program, dan saling menguntungkan, serta tidak 

bertentangan dengan kepentingan Negara. 

(2) Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi dapat menjalin perikatan kerjasama 

akademik dan nonakademik secara institusional dengan berbagai mitra, baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri. 

 
Pasal 52 

Lingkup Kerjasama 

 

(1) Kerjasama Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi dengan mitra kerjasama 

dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan lingkup kegiatan dan tujuan 

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, 

dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 

(2) Mitra kerjasama Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi adalah berbagai pihak 

yang memiliki relevansi dengan visi dan misi akademi. 

(3) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan kerjasama diatur dengan 

Keputusan Direktur, sesuai dengan kebijakan Yayasan dan ketentuan 

perundang-undangan. 
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BAB XI : SARANA DAN PRASARANA 
 

Pasal 53 
 

(1) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, 

baik bergerak maupun tidak bergerak merupakan aset milik Yayasan Universitas 

Siliwangi yang berfungsi untuk kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan 

Tinggi di ATAS. 

(2) Penggunaan sarana dan prasarana didasarkan pada RENIP, Renstra, atau RKAT 

yang ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan YUS. 

 
Pasal 54 

 
(1) Penggunaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Direktur atas persetujuan 

Yayasan Universitas Siliwangi 

(2) Pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh ATAS secara 

keseluruhan merupakan tanggung jawab ATAS. 

(3) Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana ditetapkan 

dengan Peraturan Yayasan. 
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BAB XII : KEKAYAAN DAN PENDANAAN 

 
Pasal 55 

Kekayaan 

 

(1) Kekayaan yang digunakan ATAS adalah sarana dan prasarana milik Yayasan 

Universitas Siliwangi yang digunakan dalam penyelenggaraan Tridarma 

Perguruan Tinggi. 

(2) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, 

baik bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi sebagai penunjang 

kelancaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 

(3) Sarana dan prasarana diperoleh dengan pengadaan langsung, bantuan pihak lain 

yang tidak mengikat, dan usaha lain yang sah sesuai dengan fungsi perguruan 

tinggi. 

(4) Pengadaan sarana dan prasarana didasarkan pada RENIP, Renstra, atau RKAT 

ATAS yang diusulkan oleh Direktur kepada Yayasan Universitas Siliwangi. 

 
Pasal  56 

Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana 

 

(1) Penggunaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Direktur dengan 

memerhatikan peraturan yang ditetapkan Yayasan Universitas Siliwangi. 

(2) Pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh ATAS merupakan 

tanggung jawab ATAS. 

(3) Sistem inventarisasi dan penggunaan sarana dan prasarana ditetapkan dengan 

Peraturan Yayasan. 

 
Pasal 57 

Pendanaan 

 

(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan ATAS diperoleh dari: 

a. Yayasan. 

b. Mahasiswa. 

c. Lembaga pemerintah, nonpemerintah baik dalam maupun luar negeri 

yang sifatnya tidak mengikat. 

d. Masyarakat secara individu maupun kelompok dalam bentuk sumbangan, 

hibah, beasiswa, serta dalam bentuk lainnya yang tidak mengikat. 

e. Usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan peran dan fungsi ATAS. 

(2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (1) butir a diatur dengan 

Peraturan Yayasan. 
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Pasal 58 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan 

 

(1) Setiap awal tahun anggaran Direktur menyusun RKAT (Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Tahunan). 

(2) Rencana Pengeluaran dalam penyusunan RKAT didasarkan atas rencana 

belanja, program studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 

Satuan Penjaminan Mutu Internal dan Bagian Tata Usaha. 

(3) Sumber penerimaan dalam penyusunan RKAT didasarkan kepada BPU, BPP, 

dan BOK. 

(4) RKAT yang disusun oleh Direktur disampaikan kepada Senat Akademi untuk 

mendapatkan pertimbangan. 

(5) Setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademi, RKAT selanjutnya diajukan 

kepada YUS untuk mendapatkan persetujuan. 

(6) Dalam keadaan tertentu, Direktur dengan pertimbangan Senat Akademi dan 

persetujuan YUS dapat melakukan perubahan/revisi RKAT yang sedang berjalan. 

(7) Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Direktur dan dipertanggungjawabkan 

setiap akhir tahun anggaran kepada YUS. 

(8) Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ATAS didasarkan pada 

ketentuan yang berlaku (sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang 

berlaku). 

(9) Pengelolaan keuangan diaudit oleh akuntan publik (akuntan independen) yang 

ditunjuk oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas Siliwangi. 

 

Pasal 59 

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan 

 

(1) ATAS melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait terhadap 

penyelenggaraan perguruan tingggi. 

(2) Bentuk peraturan di Akademi meliputi: 

a. Peraturan Yayasan 

b. Peraturan Senat Akademi 

c. Peraturan Direktur Akademi. 

d. Peraturan Satuan Tim Penjaminan Mutu Internal. 

e. Peraturan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan peraturan di ATAS diatur 

dalam Peraturan Direktur. 
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BAB XIII: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 
 

Pasal 60 

Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

 

(1) SPMI merupakan organ ATAS yang menjalankan fungsi pengawasan bidang 

akademik dan non-akademik untuk dan atas nama Direktur. 

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPMI  

memiliki tugas dan wewenang: 

a. Penetapan kebijakan program pengawasan bidang akademik dan non- 

akademik. 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan 

bidang akademik dan non-akademik. 

c. Penyusunan laporan hasil pengawasan SPMI. 

d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan 

kegiatan akademik dan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil 

pengawasan SPMI. 

(3) Jika lingkup tugas dan SDM untuk SPMI masih terbatas, maka bentuk organ ini 

dapat berupa Tim Penjaminan Mutu (TPM) 

 

Pasal 61 

Anggota SPMI 

 

(1) Keanggotaan SPMI terdiri atas sejumlah orang dengan komposisi bidang tugas: 

a. Bidang keuangan. 

b. Bidang manajemen sumber daya manusia. 

c. Bidang manajemen aset. 

d. Bidang hukum. 

e. Bidang ketatalaksanaan. 

(2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota SPMI: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

c. Mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi. 

d. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan ATAS. 

(3) Satuan SPMI terdiri atas: 

a. Ketua merangkap anggota. 

b. Sekretaris merangkap anggota. 

c. Anggota. 

(4) Anggota SPMI berasal dari unsur dosen dan tenaga administrasi di lingkungan 

ATAS. 

(5) Masa jabatan anggota SPMI 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 
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1 (satu) kali masa jabatan. 

(6) Ketua, Sekretaris dan Anggota SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan oleh Direktur. 

(7) Ketentuan mengenai mekanisme kerja SPMI diatur dengan Peraturan Direktur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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BAB XIV: KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 62 

 
(1) Hal-hal yang belum diatur dan atau dijabarkan secara terperinci dalam statuta ini, 

akan diatur oleh Surat Keputusan Yayasan Universitas Siliwangi dalam ketentuan 

tersendiri yang dipertegas dengan petunjuk pelaksanaannya. 



(1)

(2)

BAB XV: PENUTUP

Pasal 62
t Penutup

Dengan diberlakukannya Statuta dalam Keputusan ini, malta Statuta yang

dipergunakan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Statuta dalam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditehpkannya.

Ditetapkan diBandung
Pada tanggal 18 Juni2022

disahkan,
Pengurus
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